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ABSTRAK

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa sebagai pemerintahan yang otonom dalam mengatur urusan pemerintahannya dan berwenang dalam pengelolaan aset desa.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder, dan menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ahli mengenai kewenangan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kepastian hukum kewenangan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa oleh pemerintah Desa ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. 
Kata kunci : Kepastian hukum; Kewenangan Pemerintah Desa; Aset Desa.

Abstract
The village is a traditional village and village or called another name, hereinafter referred to as a Village, is a legal community unit that has a regional boundary that is authorized to regulate and administer government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, the rights of origin, and / or traditional rights which is recognized and respected in the government system of the Republic of Indonesia. The Village Government is an autonomous government in managing its government affairs and is authorized to manage village assets. 
The approach used is a normative juridical approach that is an approach method that looks at the problem under study by focusing on secondary data, and inventorying and reviewing the principles and legal norms contained in various legislation, and expert opinions on the authority of the Government Village based on Republic of Indonesia Law Number 6 of 2014 concerning Villages. 
The purpose of this study is to examine the legal certainty of village authority in the management of village assets by the village government in terms of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. What obstacles occurred in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages by the Village Government in Village Asset Management.
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